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PENETAPAN
Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada peradilan

tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

gugatan antara:

ALAMSYAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Sinjai, yang berkantor di J. HOS
Cokroaminoto Lr. Jawabara No. 37 Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli
2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor
W22.U.19/32/HK.02/ PH/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama:

1. PETTA LUMPA alias INDO LUMPA, Perempuan, Umur 64 Tahun,
Pekerjaan URT, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat
tinggal di Lingkungan Mangngarabombang, Kelurahan Samataring,
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

2. SYELLA alias INDO CELLA.

Perempuan, Umur 64 Tahun, Pekerjaan URT, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kolasa, Desa
Kampala, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

3. MUNAWAR alias INDO LANGI
Perempuan, Umur 34 Tahun, Pekerjaan URT, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Selat Obu,
Kelurahan Malawei, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong;

4. ANDI BESSE
Perempuan, Umur 40 Tahun, Pekerjaan URT, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, BTN Unhalu Blok. R No.12 Kelurahan
Kambu Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:
1. BASO Bin PAKKI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di
Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara,

Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
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2. MUH. AMIN Bin MAHMUD, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat
tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT lII;

3. TOLA Bin PASELE, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal
di Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HASNIDAR
NINGSIH berdasarkan Surat Izin Khusus Nomor: 5/VIII/2020/PN.Snj,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT lll;

4. HERMAN Bin KAMBUNA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat
tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1V;

5. MUHLIS Bin TOLA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal
di Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. HASANUDDIN Bin TOLA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat
tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. RUSNIATI Bin MASSURESSENG, Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Bertempat tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VII;

8. SAKKA Bin NAWIR, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal
di Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9. HASRA Bin PARE TAKING, Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Bertempat tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada MUSTARING berdasarkan Surat Izin Khusus Nomor: 6/VIII/
2020/PN. Snj, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

10. KAHARUDDIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di
Lingkungan Benteng, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara

Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan
gugatan perbuatan melawan hukum dengan surat gugatan tertanggal 16 Juli
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai
pada tanggal 16 Juli 2020 di bawah register Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.Snj
sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk
Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat Il dan Tergugat IX hadir
Kuasanya, untuk Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII,
Tergugat VIII, dan Tergugat X hadir menghadap sendiri ke persidangan,
sedangkan Tergugat VI tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya ke
persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Sdr.RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai,
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus
2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam acara pembacaan
gugatan di persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat
mengajukan Pencabutan Gugatan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan pencabutan
Gugatan sebelum Para Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka sesuai
ketentuan Pasal 271 Ry, tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat atas
pencabutan gugatan tersebut sehingga permohonan pencabutan gugatan
tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut,
maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai diperintahkan untuk mencoret
gugatan tersebut dari dalam register perkara perdata yang sedang berjalan
untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dikabulkan, maka kepada
Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN:
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1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai untuk mencoret
perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Snj dari register perkara tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp571.000, - (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sinjai pada hari SELASA tanggal 18 AGUSTUS 2020 oleh kami
ANDI  MUH. AMIN AR, S.H.,, sebagai Hakim Ketua Majelis,
RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan DHIYAUR RIFKI, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh
ABDUL RAHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua

RISTAMA SITUMORANG, S.H. ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

DHIYAUR RIFKI, S.H.

Panitera Pengganti;

ABDUL RAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
- Biaya Pemberkasan Rp.  50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 375.000,-

- Biaya PNBP Panggilan Rp. 100.000,-
- Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-
Rp. 571.000, - (lima ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah).
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